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ABSTRAK 

EVALUASI KINERJA DALAM PENGANGGARAN DAN 
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN/ATAU 

BANTUAN SOSIAL DI KABUPATEN KARIMUN 
DALAM UPAYA AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN 

Syafrianto 
syafrianto. ut.s2@gmail.com 

Program Pascasarjana 
Universitas Terbuka 

Kata kunci : Evaluasi Kinerja, Penganggaran dan Pertanggungjawaban 

Evaluasi kinerja merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh 

pimpinan suatu organisasi dalam upaya meningkatkan kedisiplian kerja individu

individu yang ada di dalamnya. Evaluasi kinerja pegawai akan memberikan 

dampak kepada pegawai itu sendiri maupun organisasi. semakin tinggi tingkat 

kedisiplinan pegawai akan semakin tinggi pula produktivitas suatu organisasi. 

sehingga tujuan organisasi yang telah ditetapkan akan tercapai. Evaluasi kinerja 

adalah metode dan proses untuk menilai pelaksanaan tugas orang-orang atau 

karyawan dalam unit kerja organisasi dengan menggunakan kriteria tertcntu sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dalam mencapai tujuan tertentu. Penclitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi kincrja pcgawai dilingkungan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dalam penganggaran dan 

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dalam upaya 

akuntabilitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif 

dcskriptif dengan melakukan wawancara, dimana evaluasi kinerja menjadi 

variabel yang terdiri dari indikator penganggaran dan pertanggungjawaban. 

Adapun respondennya adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Kepala Satuan 

Kcrja Perangkat Daerah, Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun dan 

Penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang bersedia menjadi informan yang 

merupakan orang-orang yang bersentuhan dengan seluruh proses penganggaran 

dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran umum dacrah 

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil dan pembahasan 

pcnclitian, dimana penulis akan membahas tentang gambaran umum Kabupaten 

Karimun dan gambaran umum Sekreatariat Daerah Kabupaten Karimun yang 

menjadi lingkup penelitian dilakukan. Selanjutnya juga membahas tentang apa 

yang mcnjadi hasil dari penelitian yang telah dilakukan terkait mekanisme 

pcnganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial di 

Kabupaten Karimun. 

1. Gambaran umum Kabupatcn Karimun 

Kabupaten Karimun bagian dari Provinsi Kepulauan Riau merupakan 

sebuah kabupaten kepulauan yang memiliki 250 buah pulau, dimana semua 

pulau sudah bernama dan hanya sebanyak 57 pulau yang sudah berpenghuni. 

Luas wilayah Kabupaten Karimun mencapai 7.984 Km2 dengan luas perairan 

memiliki persentase jauh lebih besar (80,91 %) dibanding luas daratan (19,09%) 

yang terdiri dari 12 Kecamatan, 29 kelurahan, dan 42 desa. 

Wilayah Kabupaten Karimun terbentang antara 00° 24' 36" LU sampai 01° 

13' 12" LU dan 103° 13' 12" BT sampai 104° 00' 36" BT dengan lautan 

mencakup wilayah sepanjang 4 mil laut dari garis pantai dan Zona Ekonomi 

Eksklusif (ZEE). Kabupaten Karimun berada di antara Kota Batam, Propinsi Riau, 

Singapura dan Malaysia. Hal ini menjadikan Karimun sebagai tempat yang 

sangat strategis terutama untuk kegiatan perekonomian. Kabupaten Karimun 

52 
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berdasarkan aspek geostrategisnya merupakan salah satu dari empat kabupaten 

yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas, 

dimana tiga !ainnya ada!ah Batam, Bintan dan Sabang). 

2. Pemerintahan 

Terbentuknya Kabupaten Karimun berdasarkan Undang-undang Nomor 53 

tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, 

Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, yang te!ah diubah beberapa ka!i 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembantukan 

Kabupatcn Pelalawan, Kabupaten Rokan Hu!u, Rokan Hi!ir, Kabupaten Siak, 

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota 

Batam. Pada saat terbentuk, Kabupaten Karimun hanya terdiri dari 3 kecamatan. 

Seiring berja!annya waktu, wi!ayah kabupaten ini mekar menjadi 9 kecamatan. 

Kemudian pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun 

No.12/2007, wilayah Kabupaten Karimun kembali mengalami pemekaran menjadi 

12 ( dua belas) kecamatan. Keduabe!as kecamatan tersebut ya!o1i Kecamatan 

Moro, Kecamatan Durai, Kecamatan Kundur, Kecamatan Ungar (pemekaran dari 

Kecamatan Kundur), Kecamatan Kundur Utara, Kecamatan Belat (pemekaran dari 

Kecamatan Kundur Utara), Kecamatan Kundur Barat, Kecamatan Karimun, 

Kecamatan Buru, Kecamatan Mera!, Kecamatan Mera! Barat (pemekaran dari 

Kecamatan Mera!) dan Kecamatan Tebing. 
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Pada tahun 2014, setelah mengalami pemekaran wilayah, jumlah desa dan 

kelurahan yang ada di Kabupaten Karimun sebanyak 71 desa/kelurahan. Terdiri 

atas 42 daerah berstatus desa dan 29 kelurahan. Sedangkan jumlah RW/RT secara 

keseluruhan adalah sebanyak 392 RK/RW dan 1.086 RT. Tujuan pemekaran 

daerah Kabupaten Karimun merupakan suatu upaya untuk mendekatkan 

pe!ayanan terhadap masyarakat. Kehadirannya sebagai institusi eksekutif yang 

akan menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan kemasyarakatan 

diharapkan dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul 

sesuai denga...r1 perkembanga..11 sosial ekonomi, sosial 

dalam masyarakat. 

3.Visi dan Misi Kabupaten Karimun 

a. Visi 

Terbentuknya Kabupaten Karimun tentu dibarengi visi dan m1s1 yang 

hendak dicapai masyarakat Karimun melalui perpanJangan tangan pemerintah. 

Visi mcrupakan pandangan jauh ke depan tentang keadaan masa depan berisikan 

cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah, ke mana dan 

bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan 

dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif Dengan mengacu pada batasan 

tersebut. Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sebagai berikut: 

"Terwujudnya Profesionalisme Aparatur Yang Efektif dan Efisien Dalam 

,L~emberikan Pelayanan dan Pen;1elenggaraan Pemerintah dan Pembangunan 

Dalam Mendukung Visi dan Misi Kabupaten Karimun Tahun 2025" 

43002.pdf 



55 

Makna visi Sekretariat Daerah Kabupaten Karirnun sebagai berikut: 

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun menyadari, agar 

penye!enggaraa.11 pemerintahan dapat bergerak ke arah pencapaian Visi 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 2025, rnaka profesionalisme 

aparatur di lingkungan Pernerintahan Daerah Kabupaten Karimun mulai 

dari Kecamatan/Keluraha.'1/Desa mut!ak diper!ukan. 

2. Pengelolaan administrasi pemerintahan harus diselenggarakan secara 

profesional, yaitu memprioritaskan pengetahuan (knowledRe). keahlian 

(slci!!), dan mental efektif dan 

memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal, akuntabel, dan 

kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan administrasi 

pemerintahan harus di!akukan secara tertib, sesuai dengan sistem dan 

prosedur, dan mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku. 

b. Misi 

Misi merupakan pemyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah 

dan sasaran yang ingin dicapai. Pcmyataan misi membawa organisasi pada suatu 

fokus. rv1isi menje!askan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya, dan 

bagaimana melakukannya. Misi adalah sesuatu yang harus dicmban atau 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah 

ditetapkan. Dengan pemyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan 

pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengcnal keberadaan dart pera11 

instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi sebagai benluk 

operasiona! dari visi secara tegas menjabarkan tentang apa yang dicapai dan 

dihasilkan oleh suatu unit kerja serta sasaran apa yang inginkan mclalui kualitas 
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kerja yang didasarkan dari sikap responsifitas atas tuntutan dan asp1ras1 yang 

berkembang secara dinamis. Guna mewujudkan v1s1 Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karimun, maka ditetapkan misinya sebagai berikut: 

1. Meletakkan nilai-nilai agama sebagai pcnggerak pembangunan memlJU 

terbentuknya "Good Governance" 

2. Memaksimalkan kualitas sumber daya ma.11usia 

3. Memaksimalkan "Public Service" menuju pelayanan prima. 

4.Tujuan 

Tujuan mert1pakan 

organisasi dalam kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dalam ha! ini tujuan 

masing masing unit kerja dilingkungan Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut: 

I MT~I I TTTTU A l\T J.•a.a.a......o.a .... ...,...., ,1,_.a,.J_, 

PERT AMA 1.1 Peningkatan kchidupan bcragama dalam upaya 
11 1 1 1 1 ,. 

daiam meWUJUGKan aKmaK yang mun a 
kerangka keimanan dan ketakwaan kepada 
tuhan yang maha esa 

-

KEDUA 2.1 Meningkatkan peran percmpuan dalam 
kesetaraan gender dan pembangunan serta 
kesejahteraan dan pcrlindungan anak 

2.2 Mewujudkan sumber day a manus1a yang 
berwawasan global. 

KET!G,A 3.1 ITH3,Afl 111 u1k-~n c11nrPm~c1 hukum dan membuka ... ~.·~1~~_.~,. u~y• ~u•~u• 

partisipasi masyarakat yang dapat menJamm 
kelancaran, keserasian dan keterpaduan tu gas 
<lan fungsi penyelenggaraan - - ·- - - -- ~ -- ... - •-pemenman clan 
pembangunan 

3.2 Menciptakan tata pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa melalui perencanaan, 
pengorgamsas1an, pelaksanaan, dan 
pengawasan, dengan pnns1p transparansi, 
akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi 

3.3 Peningkatan infrastruktur pemerintahan 
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5.Sasaran 

Merupakan hasil yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah dalam kurun 

waktu yang !ebih pendek dari tujuan yaitu da!am kurun waktu kurang atau sama 

dengan satu tahun anggaran. Sasaran yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karimun dalam ha! ini adalah masing-masing unit kerja otonom 

sebagai berikut: 

Tujuan 

Me\.Vlljudkan sumber day a 
manusia yang berwawasan global 
dan terjangkau. 

Sa saran 

1. Meningkatnya Kualitas sumber daya 
manusia aparatur Daerah 

2, Mcningkatnya Kualitas Aparntur Daernh 

menJUnJung tinggi supremas1 1. Meningkatnya Kualitas perundangan 
hukum dan membuka partisipasi 
masyarakat yang dapat menjamin 
kelancaran, keserasian dan 
keterpaduan tugas dan fungsi 
penyelenggaraan pemerintah dan 
pembangunan 

Menciptakan tata pemerintahan 
yang bersih dan berwibawa 
melalui perencanaan, 
pengorgamsasian, pelaksanaan, 

Dae rah 
2. Meningkatnya Kualitas Hukum adat 

1 . Meningkatnya kualitas perencanaan dan 
pengendalian pembangunan 

2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik 
3. Meningkatnya tata pemerintahan daerah 

dan penga\vasan, dengan pr1ns1p 4. meningkatnya pengelolaan 
transparansi, akuntabilitas, Dae rah 
efektivitas, dan efisiensi 

Peningkatan 
pemerintahan 

infrastruktur 1. Meningkatnya Kctersediaan infrastruktur 
informasi 

2. Meningkatnya sarana dan prasarana 
aparatur 

6. Strukutur Organisasi Sekretariat Daerah Kah. Karimun 

Struktur merupakan suatu pola dan kelompok pckerjaan dalam suatu 

organisasi. sehingga akan mudah bagi individu maupun ke!ompok da!am suatu 

struktur untuk memahami apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan 
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sesuatu dan dengan siapa seseorang beke~ja. Struktur organisasi Sekretariat 

Daerah sebagai perangkat daerah yang secara organisatoris bertanggungjawab 

kepada Kepa!a Daerah dan membantu Kepa!a Daerah da!am penye!enggaraan 

roda pemerintahan di Kabupaten Karimun. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 5 Tahun 2011 

tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewa.11 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karimun, struktur organisasi Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun terdiri dari: 

Sekretaris Dae rah., terdiri dari: 

).;> Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi: 

1. Bagian Pemerintahan Umum, terdiri dari: 

• Sub. Bagia11 Tata Pemerintahan; 

• Sub. Bagian Bina Kecamatan, Kelurahan dan Desa; 

• Sub. Bagian Pertanahan. 

2. Bagian Hubungan Masyarakat, dan Protokol terdiri dari: 

• Sub. Bagian Protokol, Informasi dan Komunikasi; 

• Sub. Bagian Aplikasi dan Pcngolahan Data; 

3. Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan: 

• Sub Bagian Sosial dan Kemasyarakatan; 

• Sub Bagian keagamaan. 
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'Y Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi: 

1. Bagian Perekonomian: 

•Sub Bagian Sarana Perekonomian dan Pembinaan Pengawasan 

BUMD; 

• Sub. Bagian Bina Produksi Daerah; 

• Sub. Bagian Ketahanan Ekonomi Daerah. 

2. Bagian Pembangunan: 

• Sub. Bagian Bina Program Ke1ja; 

• Sub Bagian Pengendalian, Pembinaan dan Pelaporan; 

•Sub. Bagian Bina Fisik dan Prasarana. 

? Asisten Administrasi Umum, membawahi: 

1. Bagian Umum : 

• Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; 

• Sub. Bagian Rumah Tangga; 

• Sub Bagian Kepegawaian Setda. 

2. Bagian Perlengkapan : 

• Sub. Bagian Pengadaan Barang; 

• Sub. Pendistribusian dan Aset Daerah. 

3. Bagian Keuangan: 

• Sub. Bagian Anggaran; 

• Sub. Bagian Pembukuan. 
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4. Bagian Hukum dan Organisasi Tata Laksana, terdiri dari: 

• Sub Bagian Produk Hukum Daerah dan Dokumentasi Hukum; 

•Sub. Bagian Organisasi dan Tata!aksana; 

•Sub Bagian Bantuan, Penyuluhan Hukum dan HAM. 

Berikut adalah struktur organisasi Sekrctariat Daerah Kabupaten Karimun 

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011. 
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BAGAN STRUKTURORGANISASI SEKRETARlAT DAERAH 
KABUPATEN KARIMUN 

BUPAJl 

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN 
NOMOR : 5 TAHUN 2011 
TANGGAL : 27 .. Uktoher 2011 
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B. Pelaksanaan penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial 

1. Pelaksanaan penganggaran 

Pemberian hibah dan bantuan sosial bagi masyarakat dapat dilakukan dengan 

melihat kemampuan keuangan daerah. Apabila keuangan daerah tidak 

memungkinkan untuk memberikan bantuan hibah dan bantuan sosial, maka hal ini 

tidak bisa dipaksakan. Pemerintah Kabupaten Karimun masih tergolong mampu 

untuk memberikan bantuan belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini terlihat dari 

alokasi penganggarannya setiap tahun yang terus meningkat walaupun tidak 

signifikan. Sebagaimana pada tahun 2015 anggaran belanja hibah yang 

dialokasikan Pemerintah Kabupaten Karimun dalam APBD sebesar 

Rp.89.636.967.250,00 untuk belanja hibah dan Rp.11.471.800.000,00 untuk 

belanja bantuan sosial. Jika ditotal keduanya menjadi Rp.101.108.767.250,00. 

Dalam melaksanakan proses penganggaran, Pemerintah Kabupaten Karimun 

sudah mencrapkannya scsuai dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 dan untuk 

penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang berpedoman kepada 

Permendagri Norn or 32 tahun 2011. Hal m1 sangat perlu dilakukan agar 

tercapainya proses penganggaran yang akuntabel dengan memperhatikan fungsi 

anggaran yang ada yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi. 

Proses pengaanggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun pada 

umumnya berlangsung selama 2 Y2 (dua setengah) tahun dengan urutan sebagai 

berikut: 
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Tahapan penyusunan anggaran terdiri dari pengumpulan asp1ras1 

masyarakat melalui musrenbang. Proses penyusunan kegiatan oleh satuan 

ke~ja perangkat daerah sampai dengan penyiapan draft usulan APBD 

diserahkan olch kepala daerah (pihak eksekutif) kepada DPRD (pihak 

Jegislatif) untuk dibahas dan disetujui bersama. 

Dalam proses penyusunan anggaran yang memerlukan waktu beberapa 

bulan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam ha] ini pihak Eksekutif 

yang beranggotakan unsur-unsur dari Sekretariat Daerah, BAPPEDA 

dan BPKD mempunyai fungsi dan peranan yang sangat penting. 

Walaupun masyarakat dimintai pendapatnya dalam proses penentuan 

prioritas program namun pada akhimya proses penyusunan program 

dilakukan secara tertutup di masing-masing satuan kerja (SKPD). 

Penetapan anggaran merupakan tahapan yang dimulai ketika pihak 

eksekutif menyerahkan usulan anggaran kepada pihak legislatif. Pada 

umumnya proses m1 ditandai dengan pidato dari kepala daerah 

(Bupati/Walikota) di hadapan anggota DPRD. Selanjutnya DPRD akan 

melakukan pembahasan untuk beberapa waktu. Selama masa pembahasan 

akan terjadi diskusi antara pihak Panitia Anggaran Legislatif dengan Tim 

Anggaran Eksekutif dimana pada kesempatan ini pihak legislatif 

berkesempatan untuk menanyakan dasar-dasar kebijakan eksekutif dalam 

membahas usulan anggaran tersebut. 
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b. Pelaksanaan Anggaran (I tahun saat tahun anggaran berjalan) 

Tahapan pelaksanaan anggaran dimulai sejak APBD disahkan melalui 

peraturan daerah pada setiap akhir tahun sebelum tahun anggaran baru 

dimulai. Tahapan pelaksanaan berlangsung selama I (satu) tahun 

tcrhitung mulai awal tahun anggaran baru pada bulan Januari setiap 

tahunnya. Tahapan Pelaksanaan ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab 

pihak eksekutif melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

c. Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (setengah tahun). 

Tahapan ini mencakup antara penyiapan Japoran Semester pertama dan 

laporan tahunan termasuk penelaahan atas pelaksanaan anggaran untuk 

waktu satu tahun anggaran yang bersangkutan. Tahapan pemeriksaan 

terdiri dari pemeriksaan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah 

dan BPKP (untuk pembelanjaan yang mengunakan APBN), serta 

pcmeriksaan ekstemal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Dalam bentuk diagram siklus anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

adalah sebagai berikut: 

Diagram 4.1 
Siklus Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

1. Pcnyusunan ...... 2. Pelaksanaan 
dan Penetapan 

Anggaran 
(I tahun) 

3. Pertanggung
jawaban 

Pelaksanaan 
APBD (112 th) 

Anggaran 
(ltahun) 
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Ada satu yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun 

dalam proses penganggaran hi bah dan bantuan sosial. Y aitu masih belum 

dibuatkannya regu!asi secara baik 

turunan dari peraturan diatasnya yang mengatur tentang proses dan mekanisme 

penganggaran dan pertanggungjawabannya dalam upaya akuntabilitas laporan 

keuangan. Proses penganggarann)'a sering tidak melalui proses \1erifikasi yang 

matang, dan masih menggunakan prinsip kedekatan. Proses penganggarannya 

tidak proporsional dan tidak memperhatikan azas manfaat yang terkandung dalam 

proposal )'ang diajukan mas)1arakat. 

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karimun, diakui bahwa Pemerintah Kabupaten Karimun belum 

membuat peraturan kepala daerah mengatur tentang mekanisme 

penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial. Hal ini dikarenakan masih 

banyaknya masyarakat yang mengajukan proposal hibah dan bantuan sosial disaat 

rekap daftar penerima hibah sudah mau diserahkan ke kepala daerah untuk 

ditetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa 

yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan 

daerah tentang ,A.PBD dan peraturan kepa!a daerah tentang penjabaran APBD. 

2. Tugas pokok dan fungsi Tim Anggaran Pemerintah Daerah 

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 

2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nornor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan terutama pada pasal 1 butir 9 

Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan 

bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
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bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanj utnya disingkat TAPD 

adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 

sekre!aris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan 

kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri 

dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan 

kebutuhan. Berkaitan dengan peran dan fungsinya da!am membantu kepa!a daerah 

mcnyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. 

dalam pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan 

Keuangan Daerah, dan pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 

tentmg Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah teralcl-iir 

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Bahwa Sekretaris Daerah bertindak 

selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD; 

b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah; 

c. penyusunan ranca.rigan .A.PBD dan ranca.rigan perubahan APBD; 

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD; 

c. tugas-tugas pejabat PPKD, dan pejabat 

keuangan daerah; dan 

f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban 

pelaksanaan APBD. 
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Berikut alur proses pemberian belanja hibah dan bantuan sosial yang sudah 

diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun seperti terlihat pada gambar 4.2. 

PROSES PEMBERIAN HIBAH 

PERSHUm."'-'i 
BERSA\IA 

------------. 
: )1iifrBHt!.f &i1 : I . . . . I 

I 
I I PERTIMBANGAN 

I - - - - - ~ - - - - - _I 

KEPKDH 
(NAMA2 PENERIMA} 

DOKUMEN 
PENCAIRAN HIBAH 

PERSETUrux-: 
BERS."'-\lA 

1R.l.:\SFER 

Gambar 4.2 Siklus penganggaran hibah dan bantuan sosial di 
Kabupaten Karimun 

I 

I 
I 
I 

I 

I 

Pemerintah Kabupaten Karimun sudah menerapkan proses penganggaran 

dan pemberian hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Namun Tim Anggara.ri Pemerintah Daerah pada tahap penyusunan anggaran 

masih belum menyiapkan peraturan kepala daerah yang menjadi acuan dalam 

pengelolaan pemberian hibah dengan memperhatikan azas rasionalitas dan azas 

kepatutan dan azas ma._11faat. Karena itu, masih dijumpain)1a ada penga..riggaran 

proposal bantuan hibah dan/atau bantuan sosial yang dianggap tidak terlalu urgen, 

tapi tetap dibantu dan nilai nominalnya pun sampai 80% dari nilai nominal 

pengajuan di proposal. Seba!iknya, ada proposal ban!uan hibah dan/atau bantuan 
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sosial yang dianggap urgen, namun malah dibantu 50% bahkan kurang dari 50% 

dari nilai nominal pengajuan yang dicantumkan dalam proposal tersebut. Hal ini 

tentu kurang etis dimata masyarakat, karena mekanisme penganggarannya dinilai 

masih belum memperhatikan azas kepatutan, azas rasionalitas dan azas manfaat. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan olch Bapak Kepala Bagian 

Pembangunan dari hasil wawa.ricara yang dilakukan. Beliau menjelaskan bahwa 

memang masih adanya penganggaran bantuan hibah dan bantuan sosial yang 

tanpa dilakukan proses verifikasi terlebih dahulu, dan juga dalam hal pcnentuan 

nominal bantua..~ )'ang diberika.11 juga masih belum 

segera dilakukan evaluasi kinerja aparatur yang bergerak dalam proses 

penganggaran hibah dan bantuan sosial. 

3. Pe!a!-c.sanaan pertanggungjawaban 

Proses pertanggungjawaban antara belanja hibah dan bantuan sosial bagi 

pemberi hibah dan bantuan sosial secara normatif hampir sama sebagaimana 

diatur dalam Permendagri 32 tahun 2011, yang membedakannya adalah adanya 

naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) pada bantuan hibah. Dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karimun dalam pelaksanaan pertanggungjawaban hibah dan 

Hanya saja, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum membuat keputusan 

kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah maupun bantuan sosial. 

bclum adanya peraturan kepala dacrah tentang penetapan daftar penerima hibah 

dan bantuan sosial, sehingga pertanggungjawaban yang diberikan oleh pcmberi 

hibah dan bantuan sosia! masih be!um optimal. Ditambah !agi dari laporan 
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pertanggungjawaban yang diberikan penerima hibah dan bantuan sosial terkesan 

hanya sekadar menggugurkan kewajiban saja. lni tentunya menjadi permasalahan 

tersendiri bagi pengelola keuangan daerah, karena !aporan yang diberikan kurang 

lengkap untuk disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah, apalagi 

nantinya untuk disajikan sebagai laporan bagi para auditor. 

Berdasarkan hasi! \Va\vancara dengan Bapak Sub 

Perbendaharaan Dan Kas Oaerah Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun yang bersentuhan langsung dengan proses pemberian belanja hibah dan 

ba..11tuan sosiaL Beliau mengatakan bah\va "Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun memang belum membuat keputusan kepala daerah tentang penetapan 

daftar penerima hibah maupun bantuan sosial. Hal inilah yang sering dijumpai 

keluhan masyarakat yang mengajukan permohonan hibah dan bantuan sosia! 

bahwa tidak adanya standar baku tentang pemberian hibah dan bantuan sosial dan 

tidak jelasnya daftar penerima hibah dan bantuan sosial setiap tahunnya". 

c. Evahrnsi kinerja dalam pe!aksanaan penganggaran dan 

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

1. Evaluasi kinerja dalam penganggaran berdasarkan evaluasi kincrja 

Campbell (1990) 

a. Penyusunan anggaran 

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan peri!aku yang 

berhubungan dengan tugas utama seseorang ASN belum sesuai dengan perannya 

dan belum optimal dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ha! ini 

sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh Rosmanto salah satu 
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penerima bantuan sosial bahwa "pada dasarnya dengan keterbatasan sumbcr daya 

manus1a, Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum sepcnuhnya 

menempatkan orang-orang yang memi!iki keah!ian tertentu sesuai pada tempatnya 

dan mempunyai perilaku yang baik, dalam hal ini menempatkan pada Sub Bagian 

Anggaran Bagian Keuangan orang-orang yang memang latar belakang 

pendidikannya Sarjana Ekonomi dan berperi!aku baik da!am pekerjaannya. Ha! ini 

perlu dilakukan agar proses penganggaran dapat berjalan dengan baik dan 

akuntabel". 

Penerapan Non-job :-,pesific task proficiency yang mcnggambarkan perilaku 

yang hams dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik oleh ASN 

di!ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah sesuai dan sudah 

optimal dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan yang 

dikemukakan Bapak Kepa!a Bagian Pembangunan bahwa "/\SN yang bekerja 

pada sub bagian anggaran selain memiliki tugas utama yang telah dirumuskan, 

juga memiliki tugas yang tidak tertulis, misalnya semua ASN hams tersenyum 

ketika menyapa orang yang mengajukan proposal hibah dan bantuan sosial., 

bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan ketika berbicara, dan itu sudah 

diterapkan oleh ASN dalam bekerja. Sikap dan perilaku tersebut tidak dituliskan 

secara spesifik namun ASN sudah menampilkannya sebagai bentuk kincrja da!am 

pelayanan yang diberikan". 

Belum optimalnya penerapan Written and oral communication task 

proficiency di mana individu harus mampu me!akukan komunikasi satu dengan 

yang Jain baik melalui tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung 
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kinerja individu dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu responden penerima 

bantuan sosial bahwa "seorang ASN harus mampu melakukan komunikasi yang 

efektif khususnya secara verbal kepada masyarakat yang mengajukan belanja 

hibah dan bantuan sosial agar dapat terbina hubungan 

kerjasama yang baik dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. ASN juga 

hart1s ma..tTipu berkomunikasi secara tt1lisan pada saat mendokumentasikan 

proposal pengajuan hibah dan bantuan sosial agar terjalin kesinambungan 

pengertian antara ASN dengan masyarakat dalam pemberian pelayanan". Namun 

ha! ini tidak terjadi sehingga komunikasi yang terjadi antara ASN dengan 

masyarakat tidak efektif khususnya secara verbal dalam proses pengajuan belanja 

hibah dan bantuan sosial. 

Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi 

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam proses penyusunan 

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosia! di!ingkungan Pemcrintah Daerah 

Kabupaten Karimun belum optimal. Ini dikuatkan oleh jawaban Bapak Kepala 

Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan dalam wawancara 

yang dilakukan. Beliau mengatakan bahwa "per!u adanya komitmen yang tinggi 

dari ASN yang ada dalam bentuk tindakan langsung dengan memperlihatkan 

seberapa kuat keinginannya dalam bekerja dan apa yang mendorongnya untuk 

bekerja serta komitmen yang mereka buat sehubungan dengan kinerja mereka di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun". 
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Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang 

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang 

mengarah pada tindakan yang tidak produktif da!am proses penyusunan a.riggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Ini dikuatkan pemyataan Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan 

sosial, beliau menjawab bahwa "tindakan-tindakan atau kebijakan yang ditetapkan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sehubungan dcngan pelanggaran

pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas pada penurunan kinerja, adalah 

berupa memberikan teguran baik secara lisan maupun tu!isan tergantung tingkat 

pelanggaran yang dilakukan, bahkan kalau perlu kita potong tunjangan 

kesejahteraan pegawai bersangkutan apabila kesalahan yang dibuat sudah 

melebihi batas tolera11si". 

Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam 

menye!esaika.ri pekerjaannya pada suatu ke!ompok teman sepangkat/go!ongan 

ruang dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini sama 

dengan yang dikemukakan !bu Farida Aryani sa!ah satu penerima hibah, be!iau 

mengatakan bahwa "dalam pemerintahan harus terjalin kcrjasama antara ASN 

yang didalamnya tidak ada senioritas atau junioritas. Sehingga kelompok ini akan 

bersatu padu dan !ebih efektif untuk saling membantu dan me!engkapi da!a.111 

menyelesaikan tugas-tugas yang didelcgasikan''. 
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Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek 

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan proses pengawasan dalam 

proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai dengan yang 

dikemukakan Hervina sa!ah satu penerima bantuan sosial, beliau menjawab 

bahwa "seorang pemimpin seharusnya akan selalu membantu staf nya untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode 

seorang pemimpin cenderung otoriter dan mendesak akan sangat membuat 

bawahan kelelahan dan mengalami penurunan kinerja". 

Penerapan Management and administration da!am bentuk struktur dan 

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optimal dalam proses penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan 

sosia! di!ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. !ni sesuai dengan 

yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa "dengan adanya 

manajemen yang baik dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun akan 

membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan mereka bekerja, 

serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan 

membuat seluruh staf melakukan yang terbaik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun''. 

Berdasarkan evaluasi kincrja Campbell (1990) terhadap penyusunan 

anggaran, maka langkah strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun ada!ah: 
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1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task 

proficiency, written and oral communication task proficiency. Tiap 

individu ASN per!u diberikan pembekalan mengenai i!mu komunikasi 

yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal melalui 

sebuah program pendidikan dan latihan. 

2. i\ca.da..ri)'a suatu aturan baku tentang penerapan Demonstrating effort, 

maintaining personal discipline, .facilitating peer and team performance 

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan 

proses pen)rusunan anggaran belanja hibah daPJatau bantuaI1 sosial 

dengan memberikan sangsi tegas bagi ASN yang bermain dimulai dari 

pimpinan tertinggi hingga staf. 

b. Pengesahan angganm 

Penerapan Job spec{fic task proficiency menggambarkan perilaku yang 

berhubungan dengan ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu 

sesuai pada tempatnya belum optimal dalam proses pengesahan anggaran be!anja 

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pcmerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Hal ini sesuai dcngan hasil wawancara yang dikemukakan oleh 

Rosma.11to salah satu penerima bantua.11 sosia! bahwa "pada dasamya dalam proses 

pengesahan anggaran perlu melibatkan staf yang memiliki keahlian tertentu". 

Penerapan Non-Joh spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku 

yang harus dimi!iki secara umum yang sifatnya tidak spesifik dan tidak perlu 

keahlian tertentu oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

sudah sesuai dan sudah optimal dalam proses pengesahan anggaran belanj a hi bah 

da11Jatau bantuan sosia! di!ingkungan Pcmerintah Dacrah Kabupaten Karimun. 
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Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Bagian Pembangunan 

bahwa "pada dasamya dalam proses pengesahan anggaran jarang melibatkan staf 

yang bersentuhan !angsung dengan masyarakat. Pengesahan anggaran merupakan 

domainnya pimpinan, sehingga penerapan Non-job spesific task proficiency dalam 

proses pengesahan anggaran sudah optimal". 

Penerapan Written and oral C<Jrnmunicati<Jn 

individu hams mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik melalui 

tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung kinerja individu dalam 

proses pengesahan anggaran be!anja hibah daPJatau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Sesuai dengan yang 

dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu responden penerima bantuan sosial 

bahwa "seorar1g ASN yang ter!ibat da!am proses penganggaran hams memi!iki 

kecakapan dan kemampuan dalam berkomunikasi secara tulisan maupun verbal 

dengan baik dalam proses pengesahan anggaran, agar tidak adanya 

kesa!ahpahaman antara pihak eksekutif dengan pihak legis!atif da!am proses 

pengesahan anggaran". 

Penerapan Demonstrating e_ffort yang menggambarkan tentang motivasi 

ASN da.l1 komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka da!am proses pengesahan 

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun belum optimal. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sub 

"motivasi seorang ASN dengan komitmennya yang tinggi diperlukan dalam proses 

pengesahan anggaran dengan memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam 
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bekerja, apa yang mendorongnya untuk bekerja dan komitmen yang mereka buat 

sehubungan dengan kinerja mereka di Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun". 

Rel.nm.. ont.t1 ... m •• ~.l.n.'.J'~ nenernp~.n. Maintainina norcnnol ,./icrinlint> - - -· · - -- - - , - ·-·- - ,., · ·· ······b y-· .,~··-· -·---·r····- yang 

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang 

mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam proses pengesahan anggaran 

be!anja hibah daPJatau bantuan sosia! di!ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Ini dikuatkan pemyataan Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan 

sosial, beliau menjawab bahwa "tindakan-tindakan atau kebijakan yang ditetapkan 

SeYJ4etariat Daerah Kari mun 

pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas pada penurunan kinerja, adalah 

berupa memberikan teguran baik secara lisan maupun tulisan, ini agar dapat 

memberikar1 efek jera dan motivasi tersendiri ASN dala.rn meningkatkan 

produktivitasnya dalam bekerja dan bentuk dukungan dalam proses pengesahan 

anggaran". 

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam 

menyelesaikan pekerjaannya pada suatu kelompok teman sepangkat/golongan 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini sama 

dengan yang dikemukakan Ibu Farida Aryani salah satu penerima hibah, beliau 

mengatakan bahv·:a ''di!ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun da!am 

menjalankan roda pemerintahan belum terlihat kerjasama antara ASN. Sehingga 

kelompok ini akan sulit bersatu padu dan lebih efektif untuk saling membantu dan 

me!engkapi da!am menye!esaika.r1 tugas, sebab ada.riya pihak senior yang 
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cenderung memerintah junior maupun pihak junior yang cenderung diperintah 

oleh senior". 

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek 

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan peri!aku kepemimpinan dan proses pengav·1asan da!am 

proses pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai dengan yang 

dikemukakan Hervina sa!ah satu penerima bantuan sosial, be!iau menjawab 

"bahwa seorang pemimpin harus selalu membantu staf nya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode kerja yang efektif dan 

berusaha untuk menampi!kan kinerja yang baik dalam proses pengesahan 

anggaran. Apabila seorang pemimpin cenderung otoriter dan mendesak akan 

sangat membuat bawahan kelelahan dan mengalami penurunan kinerja". 

Penerapan Management and administration da!am bentuk struktur dan 

kepcngurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optimal dalam proses pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan 

sosia! di1ingkungan 

yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa dengan "adanya 

manajemen yang baik dalam Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun akan 

membuat scluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan mereka bekerja, 

serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan 

membuat seluruh staf melakukan yang terbaik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun". 

43002.pdf 



78 

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pengesahan 

anggaran, maka langkah strategis yang dapat diterapkan oleh Pemerintah Daerah 

Kabupa!en Karimun adalah: 

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task 

proficienly. written and oral communication task proficiency. Tiap 

individu ASN perlu diberikan pembeka!an mengenai i!mu komunikasi 

yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal melalui 

sebuah program pendidikan dan latihan. 

maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance 

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan 

proses pengesahan anggaran belanja hibah daPJatau bantuan sosia! 

dengan memberikan sangsi tegas bagi ASN yang berrnain dimulai dari 

pimpinan tertinggi hingga staf. 

~. Pe!aksanaan anggaran 

Penerapan Job ,\pecific task proficiency rnenggambarkan perilaku yang 

berhubungan dengan ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu 

belum sesuai pada tempatnya dan be!um optimal da!am proses pe!aksanaan 

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikernukakan 

o!eh Rosmanto sa!ah satu penerima bantuan sosial bahv~;a ""pada dasamya da!am 

proses pelaksanaan anggaran perlu ditunjuk staf yang rnemang memiliki keahlian 

tertentu dalarn rnelaksanakan program atau kegiatan yang telah direncanakan, agar 

pe!aksanaan anggaran atas kegiatan tersebut berja!an dengan optima!". 
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Penerapan Non-job spesific task proficiency yang rnenggarnbarkan perilaku 

yang harus dirniliki secara urnurn yang sifatnya tidak spesifik dan tidak perlu 

keah!ian !er!en!u o!eh ASN sudah sesuai dan sudah optimal 

pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karirnun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 

yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Bagian Pembangunan bahwa "pada 

dasamya dalam proses pelaksanaan anggaran ASN yang bekerja selain memiliki 

tugas utama yang telah dirumuskan, juga memiliki tugas yang tidak tertulis, 

pencairan dana proposal hibah dan bantuan sosial, bersikap rarnah dan bertutur 

kata yang sopan ketika berbicara, dan itu sudah diterapkan oleh ASN dalam 

Penerapan Written and oral communication task proficiency bahwa 

individu ASN harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik 

me!alui tu!isan dan !isan maupun verbal dan non verbal sebagai prasarana yang 

mendukung kinerja individu dalam proses pelaksanaan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

belum optima!. Sesuai dengan yang dikemukakan o!eh Muhamad Jifron sa!ah satu 

responden penerima bantuan sosial mengatakan bahwa "seorang ASN yang 

secara teknis bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus memiliki 

kecakapan baik secara tertulis maupun tidak tertu!is da!am 

proposal bantuan hibah dan bantuan sosial yang diajukan masyarakat dalam 

rangka mengoptimalkan proses pelaksanaan anggaran''. 
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Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi 

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam proses pelaksanaan 

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosia! di!ingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun belum optimal. Hasil wawancara dengan Bapak Kepala Sub 

Bagian Perbcndaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan mengatakan bahwa 

",ASN yang ada be!um bekerja sesuai denga.11 tugas pokok dan fungsi mereka, yang 

didasari olch motivasi dan komitmen tiap-tiap individu sebagai suatu bentuk 

tindakan langsung ASN terhadap pimpinan dengan memperlihatkan seberapa kuat 

keinginann)'a dalam bekerja dan apa )'a.rig mendorongnya unt11k bekerja serta 

komitmen yang mereka buat sehubungan dengan kinerja mcreka dalam 

pelaksanaan anggaran atas program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kari mun". 

Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang 

dibcrikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku ncgatif yang 

mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam proses pelaksanaan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten 

Karimun. Ini dikuatkan pemyataan Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan 

sosia!, be!iau menjawab bahwa "tindakan-tindakan atau kebijakan yang ditctapkan 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun sehubungan dengan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas pada penurunan kinerja, adalah 

memberikan efek jera dan motivasi terscndiri ASN dalam meningkatkan 

produktivitasnya dalam bekerja dan bentuk dukungan dalam proses pelaksanaan 

::inuo::ir::in" -a..aoo-a-aa . 
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Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam 

menye!esaikan pekerjaannya pada suatu ke!ompok teman sepangkat/go!ongan 

ruang dalam proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini sama 

dengan yang dikemukakan !bu Farida ,Aryani sa!ah satu penerima hibah, be!iau 

mengatakan bahwa "dalam pemerintahan hams tercipta kerjasama antara ASN 

yang didalamnya tidak ada senioritas atau junioritas, sehingga kelompok ini akan 

bersatu padu dan !ebih efektif untuk saling membantu dan melengkapi da!am 

menyelesaikan tugas, agar pelaksanaan anggaran kegitan yang telah direncakan 

dapat berjalan dengan optimal". Yang terjadi sat ini adalah pegawai senior sering 

menunjukan senioritasnya dalam bekerja, pegawai senior cenderung memberikan 

pekerjaanya kepada pegawai junior. 

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek 

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan proses pcngawasan dalam 

proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun be!um optimal. Hal sesuai dengan yang 

dikemukakan Hervina salah satu penerima bantuan sosial, beliau menjawab 

bahwa "seorang pemimpin sebaiknya selalu membantu staf nya untuk mencapai 

tujuan y<lng tclnh ciitetnpknn, memhantu st::if me!aksanakan metode kerj?. yang 

cfcktif dan berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik dalam proses 

pelaksanaan anggaran". 
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Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan 

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optima! da!am proses pe!aksanaan anggaran be!anja hibah daPJatau bantuan 

sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini sesuai dengan 

yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa "dengan adanya 

manajemen yang baik dalam Sekretariat 

membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan mereka beke~ja, 

serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan 

membuat selurt1h staf me!akukan program dan kegiatan yang tclah ditetapkan 

dengan baik agar terlaksananya pelaksanaan anggaran secara optimal''. 

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pelaksanaan 

anggara.11, maka la.11gkah strategis yang dapat diterapkan o!eh Pcmerintah Daerah 

Kabupaten Karimun adalah: 

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job spec[fic task 

proficiency, written and oral communication !ask prqficiency. Bahwa 

individu ASN harus mampu melakukan komunikasi satu dcngan yang 

lain baik melalui tulisan dan lisan maupun verbal dan non verbal dalam 

proses pelaksanaan anggara.r1 belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dcngan 

memberikan bimbingan dan pelatihan. 

2. i\danya suatu aturan baku tentang 

maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance 

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan 

proses pe!aksanaan anggaran be!anja hibah daPJatau bantuan sosia! 
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dengan memberikan sangsi tegas bagi pclaku yang berrnain dalam 

pelaksanaan anggaran dan dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf. 

d. Pengawasan pe!aksanaan anggaran 

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang 

berhubungan dengan ASN dengan tugas tertentu dan mcmiliki keahlian tertentu 

sesuai pada tempatnya dan be!um optima! da!am proses pengawasan pe!aksanaan 

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan 

o!eh Rosmanto salah satu penerima ba..11tuan sosia! bah\va ''pada dasamya da!am 

proses pengawasan pelaksanaan anggaran sebaiknya ditunjuk staf yang memang 

memiliki keahlian tertentu yang paham akan peraturan perundangan yang 

berhubungan dengan proses pe!aksanaan anggaran da!am me!aksanakan program 

atau kegiatan yang telah direncanakan, agar pelaksanaan anggaran atas kegiatan 

tersebut berjalan dengan optimal. 

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang mcnggambarkan peri!aku 

yang harus dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik dan tidak perlu 

keahlian tertentu oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Kepala Bagian 

anggaran ASN yang beke1:ja selain memiliki tugas utama yang telah dirumuskan, 

juga memiliki tugas yang tidak tertulis, misalnya semua ASN harus tersenyum 

ketika menyapa orang yang me!aksanakan kegiatan dana proposal hibah dan 
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bantuan sosial yang telah dicairkan, bersikap ramah dan bertutur kata yang sopan 

ketika berbicara, dan itu sudah diterapkan oleh ASN dalam bekerja". 

Penerapa.n Written and oral communication task pr(diciency di mana 

individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik melalui 

tulisan dan lisan maupun verbal dan non verbal sebagai prasarana yang 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten 

Karimun belum optimal. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron 

teknis bersentuhan langsung dengan masyarakat. harus mcmiliki kecakapan baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam melayanai proses pelaksanaan 

kegiatan dari proposal bantuan hibah dan bantuan sosia! yang 

masyarakat dalam rangka mengoptimalkan pengawasan pelaksanaan anggaran". 

Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi 

/\SN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka da!am proses pengawasan 

pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hasil wawancara dengan 

Bapak Kepa!a Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan 

mengatakan bahwa "perlu adanya suatu bentuk tindakan langsung ASN terhadap 

pimpinan dengan memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam bekerja dan 

apa yang mendorongnya untuk bekerja serta komitmen yang mereka buat 

sehubungan dengan kinerja mereka dalam pengawasan pelaksanaan anggaran atas 

program atau kegiatan yang telah dilaksanakan di Sekrctariat Daerah Kabupaten 

Karimun". 
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Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang 

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang 

mengarah pada tindakan yang tidak produktif da!am proses pengawasan 

pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. lni dikuatkan pernyataan Livia 

Anggraeni sa!ah satu penerima bantuan sosia!. heliau mcnjawab bahwa "tindakan-

tindakan atau kebijaksanaan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun dalam penerapannya masih dijumpai perilaku yang tidak baik dari ASN 

adalah berupa memberikan teguran baik sccara lisan maupun tulisan, ini agar 

dapat memberikan efek jera dan motivasi tcrsendiri ASN dalam meningkatkan 

produktivitasnya da!am bekerja da..11 bentuk dukungan da!am proses pengawasan 

pelaksanaan anggaran". 

Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun da!am upaya mcningkatkan keefektifan ASN da!am 

menyelesaikan pekerjaannya pada suatu kelompok teman sepangkat/golongan 

ruang dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosia! di!ingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten Karimun be!um 

optimal. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Ibu Farida Aryani salah satu 

penerima hibah, beliau mengatakan bahwa "dalam pemerintahan harus tercipta 

kerjasama antara sesama J\.SN da!am proses penga\vasan pe!aksanaan anggaran. 

Sehingga kelompok ini akan lebih optimal untuk saling membantu dan 

melengkapi dalam menyelesaikan tugas, agar pengawasan pelaksanaan anggaran 

atas kegitan yang te!ah direncaka..r1 dapat berja!an dengan optimal". 
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Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek 

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan peri!aku kepemimpinan dan proses pengawasan da!am 

proses pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Oaerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai 

dengan yang dikemukakan Hervina sa!ah satu penerima bantuan sosia!, be!iau 

menjawab bahwa "seorang pemimpin harus bisa mencontohkan kinerja yang baik 

terhadap bawahan, karena ha] ini akan menjadi panutan bagi staf nya untuk 

sesuai dengan peraturan perundangan dengan melaksanakan metode kerja yang 

efektif dan berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik dalam proses 

pengawasan pe!aksanaan anggaran". 

Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan 

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optimal da!am proses pengmvasan pc!aksanaan anggaran be!anja hibah 

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini 

sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa 

"dengan adanya manajemen yang baik da!am Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan 

mereka bekerja, serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan 

manajemen akan membuat se!uruh staf me!akukan program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan dengan baik agar terlaksananya pengawasan pelaksanaan 

anggaran secara optimal''. 
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Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pengawasan 

pelaksanaan anggaran, maka langkah strategis yang dapat diterapkan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun ada!ah: 

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task 

proficiency, written and oral communication task proficiency di mana 

individu harus mampu me!akukan komunikasi satu dengan yang lain 

baik melalui tulisan dan lisan maupun verbal dan non verbal sebagai 

prasarana yang mendukung kinerja individu dalam proses pengawasan 

pelaksanaan anggaran belaPja hibah dan/atau bantuan sosia! di!ingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun perlu menjadi perhatian 

pemimpin. Perlu adanya bimbingan dan pelatihan bagi ASN untuk 

memi!iki kecakapan baik secara tertu!is maupun tidak tertulis dalam 

melayanai proses pelaksanaan kegiatan dari proposal bantuan hibah dan 

bantuan sosial yang diajukan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan 

penga,vasan pe!aksanaan anggaran. 

2. Perlunya adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonstrating 

effhrl, maintaining personal discipline, facilitating peer and team 

kali melakukan perilaku negatif yang mengarah pada tindakan yang tidak 

produktif Hal ini perlu dilaksanakan dalam pengawasan pelaksanaan 

Karimun berupa memberikan sangsi tegas bagi pelakunya dimulai dari 

pimpinan tertinggi hingga staf. 
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e. Pengesahan perhitungan anggaran 

Penerapan Job specdic task proficiency perilaku yang berhubungan dengan 

ASN dengan tugas tertentu dan memiliki keahlian tertentu sesuai pada tempatnya 

belum optimal dalam proses pengcsahan perhitungan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 

Hal ini sesuai dengan hasi! wawancara yang dikemukakan oleh Rosmanto sa!ah 

satu penerima bantuan sosial bahwa "pada dasamya dalam proses pengesahan 

perhitungan anggaran perlu melibatkan staf yang memiliki keahlian tertentu, agar 

data anggaran )'ang aka..11 di sah kan adalah data )'ang benar dan bisa 

dipertanggungjawabkan". 

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku 

yang hams dimi!iki secara umum yang sifatnya tidak spesifik da.11 tidak perlu 

keahlian tertentu oleh ASN dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

sudah sesuai dan sudah optimal dalam proses pengesahan perhitungan anggaran 

belanja hibah daPJatau bantuan sosia! di!ingkungan Pemerinta.IJ Daerah Kabupaten 

Karimun. Menurut Bapak Kepala Bagian Pembangunan bahwa "pada dasamya 

dalam proses pengesahan perhitungan anggaran jarang melibatkan staf yang 

bersentuhan !angsung dengan masyarakat. Pengesahan perhitungan a.r1ggaran 

merupakan domainnya pimpinan. sehingga penerapan Non-job spesifzc task 

proficiency dalam proses pengesahan anggaran sudah optimal". 

individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan yang lain baik melalui 

tulisan maupun verbal scbagai prasarana yang mendukung kinerja individu dalam 

proses pengesahan perhitungan anggaran be!anja hibah dap)atau bantua11 sosia! 
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dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Sesuai 

dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu responden penerima 

bantuan sosia! bah\va "seorang ASN yang secara teknis bersentuhan langsung 

dengan masyarakat, mcmberikan masukan dan saran kepada pimpinan dalam 

proses pengesahan perhitungan anggaran". 

Penerapan Demon~\·trating e.ffOrt yang menggambarkan tentang motivasi 

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam proses pengesahan 

anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun belum optima!. Hasil \Va\va.11cara dengan Bapak Kepala Sub 

Bagian Perbendaharaan dan Kas Daerah Bagian Keuangan mengatakan bahwa 

"ASN yang bekerja pada Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat 

Daerah Kabupatcn Karimun harus memiliki motivasi yang tinggi terhadap 

pimpinan dengan memperlihatkan kecakapannya dalam bekerja dan komitmen 

yang tinggi dalam proses pengesahan perhitungan anggaran dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun". 

Belum optimalnya pencrapan Maintaining personal discipline yang 

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang 

mengarah proses pengesahan 

perhitungan anggaran bclanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini dikuatkan pemyataan Livia 

tindakan atau kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN yang berimbas 

oada oenurunan kinerJia, ada!ah hn1m~ memberikar1 teguran baik secara lisan . . ~-·-t'- ~ 
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maupun tulisan, ini agar dapat memberikan efek jera dan motivasi tersendiri ASN 

dalam meningkatkan produktivitasnya dalam bekerja dan bentuk dukungan dalam 

proses pengesahan perhitungan anggaran". 

Penerapan Facilitating peer and team performance dilingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan keefektifan ASN dalam 

ruang dalam proses pengcsahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum 

optima!. !ni sama dengan )'ang dikemukakan !bu Fa..rida i\.r)1ani salah satu 

penerima hibah, bcliau mcngatakan bahwa "dalam pemerintahan hams tcrcipta 

kerjasama antara ASN. Schingga pekerjaan akan lebih efektif apabila masmg-

masing staf tidak menonjo!kan senioritas diantara mereka". 

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspck 

kinerja dcngan nyata ditcrapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan peri!aku kepemimpinan dan proses pengawasan dalam 

proses pcngcsahan pcrhitungan anggaran bclanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Hal sesuai 

dengan yang dikemukakan Hervina sa!ah satu penerima ba.'1tuan sosia!, be!iau 

menjawab "bahwa scorang pcmimpin harus selalu mcmbantu staf nya untuk 

mencapai tujuan yang tclah ditetapkan, membantu staf melaksanakan metode 

proses pengesahan perhitungan anggaran, agar proses pengesahan perhitungan 

anggaran dapat berjalan dcngan baik". 
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Pencrapan Management and administration dalam bentuk struktur dan 

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optima! da!am proses pengesahan perhitungan anggaran be!anja hibah 

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. lni 

sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan bahwa 

"dengan adanya manajcmen yang baik dalam Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui tujuan 

mereka bekerja, serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan 

manajemen akan membuat seluruh staf melakukan yang terbaik bagi SeY..retariat 

Daerah Kabupaten Karimun". 

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap pengesahan 

perhitungan anggaran, maka !angkah stra!egis yang dapat di!erapkan o!eh 

Pemerintah Dacrah Kabupaten Karimun adalah: 

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task 

proficiency, written and oral communication task proficiency di mana 

tiap individu dituntut untuk memiliki kecapakan dalam berbicara 

maupun menulis dalam rangka pengesahan perhitungan anggaran 

be!anja hibah dan/atau bantuan sosia! dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan 

pendidikan dan latihan bagi ASN yang terlibat dalam proses pengesahan 

2. Adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonstrating effort, 

maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance 

dan supervision/leadership. Bagi ASN yang bersentuha..11 !angsung 
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dcngan proses pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial yang bermain dalam proses pengesahan perhitungan 

anggaran berupa memberikan sangsi tegas bagi pe!akunya dimu!ai dari 

pimpinan tertinggi hingga staf. 

2. Evaluasi kinerja dalam pertanggungjawaban berdasarkan evaluasi 

kinerja Campbel! (1990) 

a. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan 

Pencrapan .Job spec(fic task proficiency menggambarkan perilaku yang 

berhubungan dengan tugas utama seseorang ASN sudah sesuai dengan perannya 

dan belum optimal dalam rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-

undangan be!anja hibah dariJatau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan 

oleh Rosmanto salah satu penerima bantuan sosial bahwa "pada dasamya 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun be!um menempatkan orang-orang yang 

mcmiliki keahlian tcrtentu sesuai pada tempatnya dan mempunyai perilaku yang 

baik. Dalam ha! ini menempatkan pada Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan 

orang-orang yang memang sudah memahami betul sega!a peraturan dan 

perundang-undangan yang mengatur masalah pemberian hibah dan bantuan sosial 

dan berperilaku baik dalam pekerjaannya, agar proses pertanggungjawaban 

belanja hibah dan/atau bantua11 sosial yang diberikan di!aporkan taat pada 

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar 

pcrtanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik dan 

akuntabe!". 
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Penerapan Non-job spesific task proficiency yang menggambarkan perilaku 

yang hams dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik oleh ASN 

di!ingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah sesuai dan sudah 

optimal dalam rangka ketaatan pada peraturan dan pemndang-undangan bclanja 

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupatcn 

Karimun. Ha! ini sesuai denga.11 yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian 

Pembangunan bahwa "ASN yang bekerja pada sub bagian anggaran selain 

memiliki tugas utama yang telah dimmuskan, juga memiliki tugas yang tidak 

tertu!is'I misalnya harus banyak be!ajar untuk menguasai 

undangan yang masih relevan dan selalu bembah-ubah". 

Belum optimalnya penerapan Written and oral communication task 

proficiency di mana individu harus mampu melakukan komunikasi satu dengan 

yang lain baik melalui tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung 

kinerja individu dalam rangka ketaatan pada peraturan dan pemndang-undangan 

be!anja hibah dm1Jatau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu 

responden penerima bantuan sosial bahwa "seorang ASN hams mampu 

me!akukan komunikasi yang efektif secara verbal maupun non verbal kepada 

masyarakat yang ingin melakukan pertanggungjawaban belanja hibah dan 

bantuan sosial dmgan menjelaskan secara rinci aturan-aturan yang berhubungan 

penerima hibah dan/atau bantuan sosial agar terjalin kesinambungan pengertian 

antara ASN dengan masyarakat. Namun hal ini tidak tei:jadi sehingga komunikasi 
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yang terjadi antara ASN dengan masyarakat tidak efektif khususnya secara verbal 

dalam proses pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial". 

Penerapan Demonstrating effort yang menggambarkan tentang motivasi 

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam rangka ketaatan 

pada peraturan dan perundang-undangan belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum !ni 

dikuatkan oleh jawaban Bapak Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas 

Dacrah Bagian Keuangan dalam wawancara yang dilakukan. Beliau mengatakan 

bahv:a "'moti,;asi dan komitmen adalah suatu bentuk tindakan !angsung ..i\SN yang 

mencoba memperlihatkan seberapa kuat keinginannya dalam memahami peraturan 

perundang-undangan yang ada demi kelancaran mereka bekerja serta komitmen 

yang mereka buat sehubungan dengan kinerja mereka di Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kari mun". 

Belum optimalnya penerapan Maintaining personal discipline yang 

diberikan kali melakukan 

mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam rangka ketaatan pada 

peraturan dan perundang-undangan belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daera.li Kabupaten Karimu.11. !ni dikuatkan pernyataan 

Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan sosial, beliau mcnjawab bahwa 

"tindakan-tindakan atau kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupatcn 

berimbas pada penurunan kinerja, adalah berupa memberikan teguran baik sccara 

lisan maupun tulisan tergantung tingkat pelanggaran yang dilakukan, memotong 
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tunjangan kesejahteraan pegawai bersangkutan dan bahkan memecatnya apabila 

kesalahan yang dibuat sudah melebihi batas toleransi". 

Penerapa.11 Facilitating peer and team performance di!ingkungan Sekretariat 

Dae rah Kabupaten Karimun dalam upaya meningkatkan kecf ektifan ASN dalam 

menyelesaikan pekerjaannya pada suatu kelompok teman sepangkat/golongan 

ruang da!am rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan bclanja 

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupatcn 

Karimun belum optimal. Sesuai dengan yang dikemukakan Ibu Farida Aryani 

sa!ah satu penerima hibah, be!iau mengatakan bah\va ""dalam pemerintahan harus 

terlihat ke~jasama antara ASN yang didalamnya dan tidak boleh adanya senioritas 

atau junioritas. Sehingga kelompok ini akan bersatu padu dan lebih efektif untuk 

sa!ing membantu dan me!engkapi da!am menye!esaikan tugas, sebab tidak ada 

pihak senior yang cenderung memerintahjunior". 

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek 

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan perilaku kepemimpinan dan proses pengawasan dalam 

rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan belanja hibah dan/atau 

bantuan sosia! di!ingkungan Pemerinta.1-i Daerah Kabupaten Karimun bc!um 

optimal. Hal sesuai dengan yang dikemukakan Hervina salah satu penerima 

bantuan sosial, beliau menjawab "bahwa seorang pemimpin sclayaknya selalu 

melaksanakan metode kerja yang efektif dan berusaha untuk menampilkan kinerja 

yang baik". 
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Penerapan Management and administration dalarn bentuk struktur dan 

kepengurusan organisasi dalarn hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optima! da!am rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pernerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan 

bahwa "dengan adanya manajemen yang baik da!am Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui 

tujuan mereka bekerja,dengan adanya struktur organisasi yang jelas serta adanya 

evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan manajemen akan membuat se!uruh 

staf melakukan yang terbaik bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun". 

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell ( 1990) terhadap penyusunan 

anggaran, maka la.l'lgkah strategis yang dapat diterapkan o!eh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun adalah: 

1. Perlunya ada pemahaman ASN dalam penerapan Job specific task 

proficiency, written and oral communication Tiap 

individu ASN perlu diberikan pembekalan mengenai ilmu komunikasi 

yang baik, baik komunikasi secara verbal maupun non verbal melalui 

sebua.1-i program pendidikan dan !atihan. 

2. Adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonstrating effort. 

maintaining personal discipline, facilitating peer and team perj(Jrmance 

dan sztpervisionlleadership. 

dengan masyarakat yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

kegitan dari hibah atau bantuan sosial yang telah diterimanya dalam 

rangka ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan belanja hibah 
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dan/atau bantuan sosial dengan memberikan sangsi tegas bagi ASN yang 

bermain dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf tanpa terkecuali. 

b. Pe!aksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas 

Penerapan Job specific task proficiency menggambarkan perilaku yang 

berhubungan dengan tugas utama seseorang ASN sudah sesuai dengan perannya 

dan belum optima! da!am rangka pe!aksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas atas 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Dacrah Kabupaten 

Karimun. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh 

Rosmanto salah satu penerima ba..11tua..11 sosial bah\va ''pada dasarnya Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karimun belum menempatkan orang-orang yang memiliki 

keahlian tertentu sesuai pada tempatnya dan mempunyai perilaku yang baik, 

dalam hal ini menempatkan pada Sub Bagian Anggaran Bagia.l1 Keuangan orang-

orang yang memang latar belakang pegawai yang berperilaku baik dalam 

pekerjaannya. Hal ini perlu dilakukan agar pertanggungjawaban kegiatan dapat 

berjalan dengan baik dan akuntabel". 

Penerapan Non-job spesific task proficiency yang mcnggambarkan perilaku 

yang harus dimiliki secara umum yang sifatnya tidak spesifik oleh ASN 

dilingkunga.ri Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah sesuai dan sudah 

optimal dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. 

"bahwa ASN yang bekerja pada Sub Bagian Anggaran selain memiliki tugas 

utama yang telah dirumuskan, juga memiliki tugas yang tidak tertulis, misalnya 

semua ASN hams tersenyum ketika menyapa ()T>lnO ..._, ____ o V>lnO .;----o me!akukan 
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pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial, bersikap ramah dan 

bertutur kata yang sopan ketika berbicara, dan itu sudah diterapkan oleh ASN 

da!am bekerja. Sikap dan perilaku tersebut tidak dituliskan secara spesifik namun 

ASN sudah menampilkannya sebagai bentuk kine1ja dalam rangka pelaksanaan 

tanggungjawab dan tugas-tugas yang diberikan··. 

Belum optima!nya penerapa11 Wri!!erz t1.11d or{1f comrnunication task 

proficiency di mana individu hams mampu melakukan komunikasi satu dengan 

yang lain baik melalui tulisan maupun verbal sebagai prasarana yang mendukung 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Muhamad Jifron salah satu 

responden penerima bantuan sosia! bahwa "seorang A.SN harus ma1npu 

melakukan komunikasi yang efektif khususnya secara verbal kepada masyarakat 

yang ingin melakukan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial agar 

dapat terbina hubungan sa!ing percaya dan kerjasama yang baik da!am rangka 

pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas atas belanja hibah dan/atau bantuan 

sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. ASN juga hams 

mampu berkomunikasi secara tu!isan pada saat mendokumentasikan !aporan 

pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial agar terjalin 

kesinambungan pengertian dalam pemberian pelayanan antara ASN dengan 

ASN dengan masyarakat tidak efektif khususnya secara verbal dalam proses 

pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial''. 
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Penerapan Demonstrating effort yang mcnggambarkan tentang motivasi 

ASN dan komitmen mereka terhadap pekerjaan mereka dalam rangka pelaksanaan 

tanggungjawab dan tugas-tugas hi bah dan!atau bantuan sosia! 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun belum optimal. Ini 

dikuatkan oleh jawaban Bapak Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Kas 

Daerah Bagian Keuangan dalam wawancara yang di1akukan. Be!iau mengatakan 

bahwa "komitmen dan motivasi ini adalah suatu bentuk tindakan langsung ASN 

yang mencoba memperlihatkan seberapa kuat kcinginannya dalam bekerja dan apa 

)'ang mendorongn)'a untuk bekerja serta komitmen yang mereka buat sehubunga..ri 

dengan kinerja mereka dalam pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun". 

Belum optima!nya penerapan Maintaining personal discipline 

diberikan pada ASN yang berulang kali melakukan perilaku negatif yang 

mengarah pada tindakan yang tidak produktif dalam rangka pelaksanaan 

tanggungjawab dan be!anja hi bah dan/atau bantuan sosial 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun. Ini dikuatkan pemyataan 

Livia Anggraeni salah satu penerima bantuan sosial, beliau menjawab bahwa 

"tindaka..ri-tinda.1'an atau kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Daerah Kabupaten 

Karimun sehubungan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan ASN yang 

berimbas pada penurunan kinerja, adalah berupa memberikan teguran baik secara 

tunjangan kesejahteraan pegawai bersangkutan dan bahkan memecatnya apabila 

kesalahan yang dibuat sudah melebihi batas toleransi". 
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Penerapan Facilitating peer and team perfhrmance dilingkungan Sekretariat 

Daerah Kabupaten Karimun dalam upaya mcningkatkan keefektifan ASN dalam 

menye!esaikan pekerjaannya pada suatu ke!ompok teman sepangkat/golongan 

ruang dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah 

dan!atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 

penerima hibah, beliau mengatakan bahwa "dalam pemerintahan harus terlihat 

kerjasama antara ASN yang didalamnya tidak ada senioritas atau junioritas. 

Sehingga kelompok ini akan bersatu padu dan !ebih efektif untuk sa!ing 

membantu dan melengkapi dalam menyclesaikan tugas, dan koordinasi yang baik 

antara sub bagian dapat membantu dalam optimalisasi proses pelaksanaan 

Penerapan Supervision/leadership yang menggambarkan salah satu aspek 

kinerja dengan nyata diterapkan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun 

yang berhubungan dengan peri!aku kepemimpinan dan proses pengawasan da!am 

rangka pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah dan!atau 

bantuan sosial dilingkungan Pemcrintah Daerah Kabupaten Karimun belum 

optimal. Hal sesuai dengan yang dikemukakan Hervina sa!ah satu penerima 

bantuan sosial, beliau menjawab bahwa ''seorang pemimpin akan sudah 

selayaknya selalu membantu staf nya untuk mencapai tujuan yang telah 

untuk menampilkan kinerja yang baik, agar tujuan organisasi dapat tercapai 

dengan baik". 
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Penerapan Management and administration dalam bentuk struktur dan 

kepengurusan organisasi dalam hubungannya dengan kinerja ASN yang ada 

sudah optima! da!am rangka pe!aksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja 

hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun. Ini sesuai dengan yang dikemukakan Bapak Kepala Bagian Keuangan 

bahwa "dengan adanya manajemen yang baik da!am Sekretariat Daerah 

Kabupaten Karimun akan membuat seluruh ASN tersebut teratur dan mengetahui 

tujuan mereka bekerja, serta adanya evaluasi yang dilakukan sebagai kebijakan 

manajemen akan membuat se!uruh staf me!akukan yang terbaik bagi SeYJ4etariat 

Daerah Kabupaten Karimun". 

Berdasarkan evaluasi kinerja Campbell (1990) terhadap penyusunan 

anggaran, maka !angkah strategis yang dapat diterapkan o!eh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun adalah: 

1. Perlunya ada pcmahaman ASN sehubungan penerapan Job specific task 

proficiency, ~written and oral communication task proficiency dalam 

rangka pclaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas. Tiap individu ASN 

perlu diberikan pembekalan mengenai ilmu komunikasi yang baik, baik 

komunikasi secara verbal maupun non verbal me!a!ui sebuah program 

pendidikan dan latihan. 

2. Adanya suatu aturan baku tentang penerapan Demonstrating effort, 

dan supervision/leadership bagi ASN yang bersentuhan langsung dengan 

masyarakat yang akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegitan 

dari hibah atau bantuan sosial yang telah diterimanya dalam rangka 
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pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial berupa memberikan sangsi tegas bagi ASN yang bermain 

dimulai dari pimpinan tertinggi hingga staf tanpa terkecuali. 

Evaluasi kinerja dalam pelaksanaan penganggaran dan 

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial secara 

normatif 

1. Evaluasi kinerja dalam penganggaran berdasarkan Permendagri 

Nnmnr 32 ta!rnn 2011 

a. Penyusunan anggaran 

Proses penyusunan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Hal ini 

didasari atas masih adanya penganggaran bantuan hibah dan bantuan sosial yang 

tanpa di!akukan proses verifikasi ter!ebih dahu!u. !ni terjadi karena Pemerintah 

Kabupaten Karimun belum membentuk tim verifikasi hibah dan bantuan sosial 

yang bertugas untuk memeriksa apakah proposal hibah dan/atau bantuan sosial 

yang diusulkan masyarakat atau ca!on penerimah hibah sudah layak dan 

memenuhi syarat untuk diberikan bantuan hibah dan/atau bantuan sosial. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Rosmanto salah satu 

penenma bantuan sosia! bahwa "da!am penyusunan anggara.11 be!anja hibah 

dan/atau bantuan sosial kita masih bclum membuat peraturan Kepala Daerah 

tentang persyaratan yang harus dipenuhi calon penerima hibah dan/atau bantuan 

sosial". Untuk itu, !angkah stra!egis yang per!u diambil oleh Pemerintah 

Kabupaten Karimun adalah dengan mcmbentuk tim verifikasi hibah dan bantuan 
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sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang daftar persyaratan yang 

harus dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial. 

b. Pengesahan anggaran 

Proses pengesahan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Ini 

dikarenakan dalam pengesahan anggaran bantuan hibah dan bantuan sosial masih 

sering mengalami keterlambatan. Ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten 

Karimun belum menyiapkan secara jelas dan terperinci daftar nama-nama yang 

berhak menerima hibah daPJatau bantuan sosia!. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak Kepala Bagian 

Pembangunan bahwa "dalam proses pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau 

bantuan sosial kita masih sering mengalami keterlambatan karena tidak akuratnya 

data jumlah penerima hibah dan/atau bantuan sosial hingga batas waktu 

pengesahan anaggaran dilakukan". Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil 

oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan membentuk tim verifikasi 

hibah dan bantuan sosial dan mcnyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang daftar 

persyaratan yang harus dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial, 

agar didapat data yang akurat untuk segera bisa di!akukan pengesahan 

anggarannya. 

c. Pelaksanaan anggaran 

Proses pelaksanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang 

dilakukan Pemerintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Hal ini 

dikarenakan dalam pelaksanaan anggaran bantuan hibah dan bantuan sosial masih 

sering ditemukan permasalahan berupa proses pencairannya yang masil lambat 
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dan berbelit-belit dan melebihi dari yang telah dicantumkan dalam daftar 

peng1s1an anggarannya. Hal ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Karimun 

be!um menyiapkan secara je!as dan terperinci daftar nama-nama yang berhak 

mcncrima hibah dan/atau bantuan sosial. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh dikemukakan Hervina salah 

satu penerima bantuan sosia! bahwa "da!am proses pelaksanaan anggaran belanja 

hibah dan/atau bantuan sosial kita masih sering lambat dalam proses pencairannya 

dan banyak proposan bantuan yang tidak terakomodir dikarenakan tidak adanya 

diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan membentuk tim 

verifikasi hibah dan bantuan sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah 

tentang daftar penerima hibah daPJatau bantuan sosial. 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 

Proses pcngawasan pclaksanaan anggaran belanja hibah dan bantuan sosial 

yang dilakukan Pemcrintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. 

Hal ini dikarenakan dalam proses pengawasan pelaksanaan anggaran bantuan 

hibah dan bantuan sosia! masih sering ditemukan permasa!ahan berupa ASN yang 

bermain dan kurang disiplin mcnajalankan proses pelaksanaan anggaran. Hal ini 

terjadi karena Pcmerintah Kabupaten Karimun belum menempatkan ASN yang 

memi!iki integritas dan kredibc! da!am bekerja. 

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh dikemukakan Livia 

Anggraeni salah satu penerima bantuan sosial bahwa "ASN yang terlibat dalam 

proses pengawasan pe!aksanaan anggaran be!anja hibah daPJatau bantuan sosia! 

masih belum memiliki intgritas dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya". 
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Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten 

Karimun adalah dengan menempatkan ASN yang betul-betul memiliki kecakapan 

dan profesiona! da!am me!ayani masyarakat penerima hibah daPJatau bantuan 

sosial. 

e. Pengesahan perhitungan anggaran 

Proses pengcsahan perhitungan anggaran be!anja hibah dan bantuan sosia! 

yang dilakukan Pemcrintah Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. 

Hal ini dikarenakan dalam pengesahan perhitungan anggaran bantuan hibah dan 

bantuan sosia! masih sering mengalami keterla..111batan. Hal ini terjadi karena 

Pemerintah Kabupaten Karimun belum menyiapkan secara jelas dan terperinci 

daftar nama-nama yang berhak menerima hibah dan/atau bantuan sosial. 

Ha! ini scsum dengan yang dikemukakan oleh dikemukakan Muhammad 

Jifron salah satu penerima bantuan sosial bahwa "dalam proses pengesahan 

perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial kita masih sering 

menga!ami keter!ambatan karena tidak akuratnya data jum!ah penerima hibah 

dan/atau bantuan sosial hingga batas waktu pengesahan perhitungan anaggaran 

dilakukan''. Untuk itu, langkah strategis yang perlu diambil oleh Pemerintah 

Kabupaten Karimun ada!ah dengan membentuk tim verifikasi hibah dan bantuan 

sosial dan menyiapkan Peraturan Kepala Daerah tentang daftar penerima hibah 

yang valid, agar didapat data yang akurat untuk segera bisa dilakukan pengesahan 
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2. Evaluasi kinerja dalam pertanggungjawaban berdasarkan 

Pcrmendagri Nomor 32 tahun 2011 

a. Ketaatan pada pernturan dan penmdang-undangan 

Proses pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dalam ha! 

ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah 

Kabupaten Karimun saat ini masih belum optimal. Hal ini didasari atas masih 

adanya pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial yang tidak 

sesuai dengan yang ada dalam peraturan perundangan. Hal ini terjadi karena 

Pemerintah Kabupaten Karimun belum membuat peraturan Kepala Daerah yang 

mengatur tentang pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh Farida 

Aryani sa!ah satu penerima hibah bahwa "da!am ha! ketaatan pada peraturan dan 

perundang-undangan kita masih belum optimal dengan membuat peraturan 

Kepala Daerah tentang hal-hal yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban 

belanja hibah da11Jatau bantuan sosia!". Untuk itu, langkah strategis yang per!u 

diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan membuat peraturan 

Kepala Daerah tentang hal-hal yang diperlukan dalam proses pertanggungjawaban 

belanja hibah dan/atau ban!uan sosia! berupa daftar persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh penerima hibah dan/atau bantuan sosial. 

b. Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas 

pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas dilingkungan Pemerintah Kabupaten 

Karimun saat ini masih belum optimal. Hal ini didasari atas masih adanya 

ke!a!aian ASN dan da!am 
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pertanggungjawaban atas belanja hibah dan/atau bantuan sosial yang telah 

diberikan kepada masyarakat. Ini terjadi karena Pemerintah Kabupaten Karimun 

be!um menempatkan aparatur yang memi!iki integritas yang tinggi dan memi!iki 

rasa tanggungjawab yang tinggi atas pekerjaannya. 

Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh dikemukakan oleh 

Muhammad Jifron sa!ah satu penerima ba..11tuan sosial bahwa "da!am pc!aksanaan 

tanggungjawab dan tugas-tugas banyak ASN kita yang belum mengcrti akan tugas 

pokoknya 
. . 

mas1ng-masmg, sehingga dalam pelaksanaannya senng terjadi 

pertanggungja,vaban belarJa hibah daP,/atau bantuan sosia! sesua1 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Untuk itu, langkah strategis 

yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Karimun adalah dengan 

memberikan pe!atihan ASN yang bersentuhan dengan proses 

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis akan 

mengambi! kesimpulan berdasarkan evaluasi kinerja menurui Campbel! yaitu: 

1. Masih belum optimalnya kinerja ASN dalam penganggaran dan 

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dari segi job spec~fic task pr(?ficiency, 

written and oral communication task proficiency, demonstrating effort, 

maintaining personal discipline, facilitating peer and team performance dan 

supervision/ leadership. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan ASN 

tentang penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan 

sosial dan masih ditemukan ASN yang berperilaku tidak baik dalam melayani 

masyarakat yang mengajukan proposal bantuan hibah dan/atau bantuan sosia!. 

2. Adapun langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Karimun dalam 

rangka meningkatkan kinerj a ASN dalam proses penganggaran dan 

pertanggungja\vaban be!anja hibah dar1/atau bantuan sosial dalan1 upa)'a 

akuntabilitas laporan keuangan berdasarkan analisa Campbell adalah dengan 

melakukan pembinaan dan memberikan pendidikan latihan bagi ASN yang 

berkerja bersentuhan !angsung dengan proses pe!ayanan. Dan menindak tegas 

para ASN yang bermain dalam penganggaran dan pertanggungjawaban hibah 

dan/atau bantuan sosial berupa sanksi tegas hingga bisa sampai ke langkah 
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Adapun kesimpulan hasil penelitian evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosia! yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Be!anja 

Daerah yang telah dilakukan, maka penulis akan mengambil kesimpulan yaitu: 

1. Masih belum adanya aturan yang baku tentang pemberian hibah dan bantuan 

sosia! sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehingga tidak jelas 

daftar penerima hibal1 dapJatau bantuan sosial 

tahunnya. 

2. Sedangkan langkah strategis yang diambil Pemerintah Kabupaten Karimun 

dalam rangka meningkatkan kinerja ASN da!am proses penganggaran dan 

pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial dalam upaya 

akuntabilitas laporan keuangan sesuai dengan yang dimanatkan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 dengan membuat peraturan 

kepala daerah tentang daftar penerima hibah dan/atau bantuan sosial yang telah 

disetujui penganggarannya. 

B. Saran 

Sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan. maka penulis akan 

memberikan saran tentang belum optimalnya kinerja dalam penganggaran dan 

berdasarkan evaluasi kinerja menurut Campbell yaitu: 
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1. Perlu adanya usaha nyata dari Pemerintah Kabupaten Karimun dengan 

mengoptimalkan pelaksanaan enam dari delapan dimensi model kinerja yang 

dikemukakan Campbell yaitu dimensi job .~pec[fic !ask prqficiency, written and 

oral communication task pr<~ficiency, demonstrating efj(Jrt, maintaining 

personal discipline, facilitating peer and team performance dan supervision/ 

memberikan pendidikan dan latihan ten tang penganggaran dan 

pertanggungjawaban hibah dan/atau bantuan sosial saja, namun juga aparatur 

per!u diberikan bimbingan dan pelatihan berkomunikasi yang baik da!am 

melayani masyarakat yang datang mengajukan proposal bantuan hibah 

ataupun bantuan sosial. 

2. Langkah strategis yang sudah diambi! dan dija!ankan sudah bagus dengan 

membuat peraturan kepala daerah tentang daftar penerima hibah dan/atau 

bantuan sosial yang telah disetujui penganggarannya. Sehingga kedepannya 

be!anja hibah danlatau bantuan sosia! !ebih dapat dikontro! dimu!ai dari proses 

penganggarannya hingga pelaporan penggunaan dana dimaksud. Namun, juga 

perlu dibuat suatu keputusan kepala daerah yang mengatur tentang persyaratan 

yang hams di penuhi ca!on penerima hibah dan/atau bantuan sosial sebagai 

acuan untuk mengajukan proposal hibah dan/atau bantuan sosial. 

Sedangkan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan berdasarkan 

Peraturan Menteri Da!am Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah yaitu: 
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1. Perlu adanya upaya yang sungguh-sungguh dari kepala daerah dalam 

menempatkan orang yang memang memiliki kapasitas, kapabilitas dan 

akseptabilitas da!am penganggaran dan pertanggungjawaban be!anja hibah 

dan/atau bantuan sosial dalam upaya akuntabilitas laporan keuangan. Hal 

tersebut dapat dilakukan dengan mcnetapkan aturan yang harus dipatuhi setiap 

aparatur dengan konsekuensi yang je!as apabi!a tcrjadi pe!anggaran bernpa 

peraturan Bupati tentang rnekanisme penganggaran dan pertanggungjawaban 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial. 

2 . .{A~dapun langkah strategis )'ang har11s diambi! Pemer?ntah Kabupaten Karimun 

kedepan dalam rangka rneningkatkan akuntabilitas laporan keuangan dalam 

penganggaran dan pertanggungjawaban belanja hibah dan/atau bantuan sosial 

dengan membuat tim monitoring atas pemberian be!anja hibah dan bantuan 

sosial yang telah diberikan. Tim ini mcmantau penggunaan dana hibah dan 

bantuan sosial yang telah diberikan apakah sudah dipergunakan sebagaimana 

peruntukannya dan sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang ber!aku 

oleh penerima hibah dan bantuan sosial. 
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Lampiran 

PEDOMAN WA WAN CARA 

EVALUASI KINERJA DALAM PENGANGGARAN 
DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH DAN/ATAU 

BANTU AN SOSIAL DI KABUPA TEN KARIMUN 
DALAM UPA YA AKUNT ABILIT AS LAPORAN KEUANGAN 

Data Responden : 

Nama 

Umur 

Jabatan 

Alamat 

114 

( .................. ttd ................... ) 

1. Menurut Bapak/lbu, apakah penerapan Joh .spec(fic task proficiency yaitu ASN 
yang memiliki keahlian tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Karimun suda_h memadai dalam proses: 

a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

e. Pengesa..ha11 perhitungan anggaran be!anja hibah da!l)atau bantua..T1 sosial? 

f. Ketaatan pada peraturan dan pcrundang-undangan? 

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas? 
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2. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan Non-job spesific task prqficiency yaitu 

ASN yang memiliki etika dan berperilaku baik dilingknngan Pemerintah 

Daerah Kabupaten Karimun sudah memadai dalam proses: 

a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
d. Pengawasan pelaksanmm angg:omm belanja hibah da_Il)atau bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

f. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan? 
g. Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas? 
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3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pencrapan written and oral communication task 

proficiency yaitu ASN yang harus mampu me!akukan komunikasi efektif satu 

dengan yang lain baik melalui tulisan maupun tulisan dan verbal maupun non 

verbal sebagai prasarana yang mendukung kinerja individu dalam organisasi 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun sudah memadai dalam 

proses: 

a. Penyusunan anggaran bclanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan peiaksanaan anggaran beianja hibah dan/atau bantuan sosiai? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

f. Ketaatan nada neraturan dan nerundanQ-undarnrnn? - - - - - - -- - - .I - - I - -- --- - - -- - .1 - - -- - - -~ - - - --- _C' __ _ 

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas? 
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4. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan demonstrating effort yaitu ASN yang 

memiliki motivasi kerja dan komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan mereka 

serta komitmen yang mereka buat sehubungan dengan kinerja mereka dengan 

organisasi dilingkungan Pemcrintah Daerah Kabupaten Karimun sudah 

memadai dalam proses: 

a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan anggarnn belanja hibah danJatau bantmm sosial? 

c. Pclaksanaan anggaran bclanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran bclanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan? 

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas? 
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5. Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah penerapan maintaining personal discipline 
yaitu per!akuan yang dib~rikan pada ASN yang b~rn!ang ka!i melakukan 

perilaku negatif yang mengarah pada tindakan yang tidak produktif 
sehubungan dengan kinerja mereka dilingkungan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Karimun sudah memadai dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
h. PenQesahan anmrnran helania hihah dan/atau hantuan sosial? - ---o-- -- ---- ----00------ - -----J-- -------- ~----· ------- ---------·- - -------

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan? 
g. Pe!aksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas? 
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6. Menurut Bapak/lbu, sudah memadaikah penerapan facilitating peer and team 

perfiirmance yaitu efektivitas ASN dalam menyelesaikan pekerjaan dalam 

kelompok rekannya bekerja dan memiliki sikap saling membantu dan 

melengkapi dalam menyelesaikan tugas yang diberikan dilingkungan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam proses: 

a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan anggarnn belanja hibah da11Jatau b<;mtuan sosial? 

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

f. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan? 

g. Pelaksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas? 
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7. Menurut Bapak/Ibu, sudah memadaikah penerapan supervision/leadership 

yaitu efrktivitas perilaku pimpinan yang membantu ASN melaksanakan 

metode kerja yang efisien dan berusaha untuk menampilkan kinerja yang baik 
dalam proses pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
h. Pengesahan angga.rnn bela.nja hibah d<,m/atau bantmm sosial? 

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan? 
g. Pe!aksanaan tanggungjawab dan tugas-tugas? 
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8. Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan manaf{ement and administration yaitu 

efektivitas struktur dan kepengurusan organisasi dalam hubungaru1ya dcngan 

kinerja ASN yang ada dalam bekerja serta adanya evaluasi yang dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dilingkungan Pemerintah Dacrah 

Kabupaten Karimun sudah optimal dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan angganm belanja hib;i.h d<mlatau b<mtu;i.n sosial? 

c. Pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f. Ketaatan pada peraturan dan perundang-undangan? 

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas-tugas? 

43002.pdf 



I 
I No. 

2 

Pertanyaan 

Menurut Bapak/lbu, apakah penerapan job 
specific task proficiency yaitu ASN yang 
memiliki keahlian tertentu dilingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 
sudah rnemadai dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
b. Pengesahan anggaran belanj.a hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
c. Pel1aksanaan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
e. Pengesahan perhitungan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f. Ketaatan pada peraturan dan 

pernndang-undangan? 
g. Pel1aksanaan tanggung jawab dan tugas

tugas? 

k Responden 

I Yang menyatakan Iv ang menyatakan 
su.dah optimal I belum optimal 

Pemerintah Daerah 
Kabupalien Kari mun 
belum menempatkan 
orang-orang yang 
memiliki k1~ahlian 

tertentu sesuai pada 
tempatnya dan 
mempunyai perilaku 
yang baik, dalam ha! ini 
menempatkan pada Sub 
Bagi an Anggaran 
Bagi an Ke1uangan 
orang-orang yang 
memang; latar belakang 
pendidikannya Sarjana 
Ekonomi dan 
berperilaku baik dalam 
pekerjaannya 

Kalimat Kunci 

Perilaku yang berhubungan 
dengan tu gas utama 
seseorang ASN yang 
memiliki keahlian tertentu 

Informasi yang Dipernleh 

Perilaku yang berhubungan 
dengan tugas uta:ma seseorang 
ASN yang mensyaratkan 
memiliki keah!.ian tententu 
belum sesuai dengan perannya 
dan belum optimal dalam 
proses penganggaran dan 
pertanggungjawaban belanja 
hibah dlan/atau bantuan sosial 
dilingkumgan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karimun 

Menurut Bapak/~bu, apakah penerapan Non- Bahwa seorang ASN Perilaku yang berhubungan Perilaku yang berhubungan 
job spesific task proficiency yaitu ASN yang harus rnampu me:lakukan dengan tugas utama dengan tugas utama seseorang 
memiliki etika dan berperilaku baik komunikasi yang efektif seseorang ASN yang tidak ASN yang tidak perlu memiliki 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten khususnya secara verbal memiliki keahlian tertentu keahlian tertentu sudah sesuai 
Karimun sudah memadai dalam proses: kepada masyarakat yang dengan peranny:a dan sudah 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah mengajukan belanja optimal dalam proses 

dan/atau bantuan sosial? ( hibah dan bantuan sosial penganggaran dan 
b. Pengesahan anggaran belanja hibah agar dapat terbina [ pertanggungjawaban belanja 

dan/atau bantuan sosial? hubung:an saling percaya , hibah dtan/atau bantuan sosial 
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c. Pel1aksanaan anggaran belanja hibah dan kerjasama yang baik L_ dilingkungan Pemerintah 
dan/atau bantuan sosial? dalam proses Daerah Kabupaten Karimu12.___, 
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d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 
belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran 
belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

f. Ketaatan pada peraturan dan 
perundang-undangan? 

g. Peliaksanaan tanggung jawab dan tugas
tugas? 

penyusunan amggaran 
belanja hibah dan/atau 
bantuan sosial 
dilingkungan Pemerintah 
Dae rah Kabupaten 
Kari mun 

I 
Menurut Bapak/Ibu, apakah p1~nerapan Saya merasakan bahwa 
written and oral communication task ASN yang ada belum 
pr()ficiency yaitu ASN yang harus mampu mampu melakukan 
melakukan komlllnikasi efektif satu dengan komunikasi yang efektif 
yang l1.ain baik melalui tulisan maupun khususnya secara verbal 
tulisan dan Vt:rbal maupun non-verbal kepada masyarakat 
sebaga:i prasarana yang mendukung kinerja yang mengajukan 
individu dalam organisasi dilingkungan belanja hibah dan 
Pemerintah Da1~rah Kabupaten Karimun bantuan sosial agar 
sudah rnemadai dalam proses: dapat terbina hubungan 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah saling percaya dan 

dan/atau bantuan sosial? kerjasama yang baik. 
b. Pengesahan anggaran belanj.a hibah ASN juga masih kurang 

dan/atau bantuan sosial? optimal berkomunikasi 
c. Pdaksanaan anggaran belanja hibah secara tulisan pada saat 

dan/atau bantuan sosial? mendokumentasikan 
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran proposal peng~juan 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? hibah dan hantuan 
e. Pengesahan perhinmgan anggaran sosial agar terjalin 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? kesinambungan 
f. Ketaatan pada peraturan dan pengertian antara ASN 

perundang-undangan? dengan masyarakat 

Kemamp1uan ASN dalam 
berkomunikasi satu dengan 
yang lain baik melalui 
lisan maupun tulisan dan 
verbal maupun non-verbal 

Tiap-tiap ASN masih b1~lum 
mampu melakukan komunikasi 
satu dengan yang lain baik 
melalui tulisan maupun v1~rbal 
sebagai prasa.rana yang 
mendukung kinerja indi 1vidu 
dalam proses pengangg~aran 
dan pertanggungjawaban 
belanja hibah dan/atau bantuan 
sosial dilingkung.an Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karimun 
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g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas- dalam pembedan • I I 
tugas? pelayanan J 

~ L_ __ 
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Menurut Bapak/Ibu, apakah p1~nerapan 

demonstrating effort yaitu ASN yang 
memiliki motivasi kerja dan komitmen yang 
tinggi terhadap pekerjaan mereka serta 
komitmen yang mereka buat sehubungan 
dengan kinerja mereka dengan organisasi 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karimun sudah rnemadai dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
b. Pengesahan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
c. Pel1aksanaan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 

belanja hibah dan/atalit bantuan sosial? 
e. Pengesahan perhitungan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f. Ketaatan pada peraturan dan 

perundang-undangan? 
g. Pel1aksanaan tanggung jawab dan tugas

tugas? 
Menurut Bapak/Ibu, bagaimanakah 
penerapan main.raining personal discipline 
yaitu perlakuan yang diberikan pada ASN 
yang fberulang kali me lakukan perilaku 
negatif yang mengarah pada tindakan yang 
tidak produktif sehubungan dengan kinerja 
mereka dilingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karimun sudah memadai dalam 
proses: 

Perlu adanya komitmen 
yang tinggi dari ASN 
yang adla dalam bentuk 
tindakam langsung ASN 
yang mencoba 
memperlihatkan 
seberapa kuat 
keinginannya dalam 
bekerja dan apai yang 
mendorongnya untuk 
bekerja serta komitmen 
yang mereka buat 
sehubungan dengan 
kinerja mereka di 
Sekretariat Daerah 
Kabupa11en Karimun 

Menuru~ Say a, 
tindakan-tindaka111 atau 
kebijakan yang 
ditetapkan Sekretariat 
Dae rah Kabupaten 
Kari mun sehubungan 
dengan pelanggaran-
pelanggaran yang dibuat 
ASN yang berimbas 
pada penurunan kinerja, 
adalah berupa 
memberikan 1eguran 

Motivasi ASN dan 
komitmen mereka terhadap 
pekerjaan 

ASN yang berulang kali 
melakukan perilaku negatif 
yang mengarah pad a 
tindakan yang tidak 
produktif 

Belum optimalnya pembierian 
motivasi kepadac ASN yang 
dibuktikan dengan komi1tmen 
yang tinggi ASN dalam bekerja 

Pemberian sangsi dan teguran 
terhadap ASN yang berperilaku 
negatif masih belrum optimal 
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a. Penyusunan anggaran belanja hibah 
dan/atau bantuan sosial? 

b. Pengesahan anggaran belanj.a hibah 
dan/atau bantuan sosial? 

c. Pel1aksanaan anggaran belanja hibah 
dan/atau bantuan sosial? 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 
belanja hibah dan/ata\i\ bantuan sosial? 

e. Pengesahan perhitungan anggaran 
belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

f. Ketaatan pada peraturan dan 
perundang-undangan? 

g. Pel'1aksanaan tanggung jawab dan tugas
tug,as? 

Menurut Bapal<Jlbu, sudah memadaikah 
penerapan facilitating peer and team 
performance ymitu efektivitas ASN dalam 
menyelesaikan pekerjaan dalam kelompok 
rekannya beke~ja dan merniliki sikap saling 
membantu dan melengkapi dalam 
menyelesaikan tugas yang diberikan 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karimun dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
b. Pengesahan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
c. Pel,aksanaan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 

belanja hibah dan/atai,1 bantuan sosial? 
e. Pengesahan perhitungan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

baik secara lisan 
maupun tulisan 
tergantung tingkat 
pelanggaran yang 
dibuat, bahkan sampai 
memotong tunjangan 
kesejahteraan pegawai 
bersangkutan :apabila 
kesalahan yang dibuat 
sudah melebihi batas 
toleransi 

Dal am pemerintahan 
harus terjalin ke~jasama 
antara ASN yang 
didalamnya tidak ada 
senioritas atau 
junioritas. Sehingga 
kelompok ini akan 
bersatu padu dan lebih 
efektif untuk saling 
membantu dan 
melengkapi dalam 
menyeksaikan tugas-
tugas yang 
didelegasikan 

Efektifitas ASN dalam 
menyelesaikan 
pekerjaannya pada suatu 
kelompok teman sepangkat 
I golongan ruang 

Kerjasama antara ASN dalam 
menyelesaikan peke:rjaan 
belum optimal 
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f. Ketaatan pada peraturan dan 
pernndang-undangan? 

g. Pelaksanaan tanggung jawab dan tugas
tugas? 

Menurut Bapa~Jibu, sudah memadaikah 
penerapan supervision/leadership yaitu 
efektivitas perilaku pimpinan yang 
membantu ASN melaksanakan metode kerja 
yang efisien dan berusaha untuk 
menampilkan kinerja yang baik dalam 
proses pengawasan untuk mencapai tujuan 
yang telah ditetapkan dilingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun 
dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
b. Pengesahan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
c. Pel1aksanaan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
d. Pengawasan pelaksanaan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
e. Pengesahan perhitungan anggaran 

belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 
f. Ketaatan pada peraturan dan 

perundang-undangan? 
g. Pel1aksanaan tanggung jawab dan tugas

tugas? 

Saya yakin seorang 
pemimpin sehairusnya 
akan selalu membantu 
staf nya untuk mencapai 
tujuan yang telah 
ditetapkan, membantu 
staf melaksanakan 
metode kerja yang 
efektif dan berusaha 
untuk menampilkan 
kinerja yang baik. 
Apabila seorang 
pemimpin cenderung 
otoriter dan mendesak 
akan sangat membuat 
bawahan kelelahan dan 
mengala1mi penurunan [ 
kinerja 

Perilaku kepemimpinan 
dan proses pengawasan 

Sikap pemimpin dalam 
mengawasi bawahan dalam 
menyelcsaikan pekerjaan 
otoriter dan belum optimal 
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I Menurut Bapak/Ibu, apakah penerapan 
management and administration yaitu 
efektivitas strnktur dan kepengurusan 
organi,.asi dalam hubungannya dengan 
kinerja ASN yang ada dalam bekerja serta 
adanya evaluasi yang dilakukan untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Karimun sudah optimal dalam proses: 
a. Penyusunan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
b. Pengesahan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 
c. Peliaksanaan anggaran belanja hibah 

dan/atau bantuan sosial? 

Saya melihat, dengan 
adanya manajemen yang 
baik da\am Sekretariat 
Dae rah Kabupaten 
Karimun akan membuat 
seluruh ASN tersebut 
teratur dan mengetahui 
tujuan mereka bekerja, 
serta adanya evaluasi 
yang dilakukan sebagai 
kebijakan manajemen 
akan membuat seluruh 
staf melakukan yang 
terbaik bagi Sekretariat 
Dae rah Kabupaten 

d. Pengawasan pelaksanaan anggaran Karimun 
belanja hibah dan/atau bantuan sosial? 

Struktur dan kepengurusan 
organisasi dalam 
hubungannya dengan 
kinerja ASN 

Pengesahan perh itungan anggaran I I 
belanja hibah dan/ata1:1 bantuan sosial? I I 

e. 

f. 

Struktur organisasi yang jelas 
dan sudah optimal, sehingga 
ASN bi:;a dengan baik bekerja 

127 

0 
b' 

Ketaatan pada peraturan dan L~ L 
perundang-undangan? L I 
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